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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

BUPATI GIANYAR,

bahwa dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomeor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gianyar
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran periu
discsuaikan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Dacrah-dacrah Tingkat 1T dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-UIndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Scngketa Pajak (Lombaran Nogara Republik Indoncsia Tatun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia
Nomor 3686) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tfentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Ropublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pomerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsisa Nomor
4437),

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan Antara Pomerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrsh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4062),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANY AR

MFMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

3
4.

. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah scbagai unsur
penyclenggara pemerintahan dacrah.

. Bupati adalah Bupati Gianyar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan .Dacrah
scsual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Dacrah atas pelayanan
Hotel dan/atau tempat menginap lainnya yang sejonis.
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8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
xqcng'nap"mﬁrahagnmpcmkhpchymndm/mumﬁmyadmgan
dipungut bayaran atau scharusmya dibayar, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu kocuali pertokoan dan perkantoran.

9. Pengusaha Hotel adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha
hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

« 10. Surat Pembertitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan olch wajib pajak untuk melaporkan perhittngan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Sctoran Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Surat Ketetapan Pajak Daecrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan bosarnya jumiah pajak yang terutang,

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambsahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan,

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDI.B
adalah surat keputusan yang mencntukan jumlah kelebihan pembayaran pajsk
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atan tidak
scharusnya terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalsh
Surat chutusan yangmanenmkm_;mnhh pajak yang terutang sama Pesunya
dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Surat Tagihan Pajak Dacrah yung selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas sefiap jasa pelayanan hotel.
Pasal 3

(1) Subyck Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meclaksanakan pembayaran
atas pelayanan hotel.
(2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan hote] dengan pembayaran.
(2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain :
a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti : Hotel
Berbi Hotel Molati, ok wisata ¢ | L wi .
pesanggrahan (hostel), losmen, Villa.
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b. fasilitas pelayanan penunjang seperti : telepon, faximile, internet, mini bar,
restoran, laundry, dan schuruh transaksi scjenis lainnya.

¢. [lasilitas olah raga dan hiburan seperti : pusat kebugaran (fitness center),
SPA, kolam renang, tenmis, golf,, karaoke, pub dan lain-lain yang disediakan
atau dikelola hotel.

d.  jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan i hotel.

Pasal §

Dikecualikan lari obyek pajak adalah :

a.  asrama dan pesantren.

b. perkantoran, perbankan, dan pertokoan.

¢. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya
yang tidak menyatu dengan hotcl.

d. fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh

bukan tamu hotel dengan pembayaran.

salon yang dipergunakan olch umum di hotel.

pelayanan perjalanan wisata yang disclenggarakan olch hotel dan dapat

dimanfaatkan olch vmum.

™ a

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 6
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 7
Tarif pajak ditetapkan scbesar 10 % (sepuluh persen).

BABIV
PENGUKUHAN WAJIB PAJAK HOTEL

Pasal 8

(1) Wajib Pajak Ilotel wajib melaporkan usahanya sccara tertulis kepada Bupati untuk
dikukuhkan scbagai wajib pungut dalam jangka waktu seclambat-iambatnya 30
(tiga puluh) hari scbelum dimulainya kegiatan usaha terscbut.

(2) Wajib Pajak Hotel yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda administrasi setinggi-tingginya
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Tata cara pelaporan dan pengukuhan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BABV

WILAY AH PEMUNGUTAN, CARA PENGHITUNGAN PAJAK
DAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

(2) Besarmya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

Pasal 10

(1) Petugas pemungut pajak hotel dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5%.
(2) Alokasi biaya pcmungutan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB V1

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pagal 12
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.
Pasal 13

(1) Sectiap Wajib Pajak dalam memungut Pembayaran Pajak Hotel harus
mempergunakan Nota Pesanan/Bill.

(2) Nota Pesanan/Bill harus dicctak, diberi nomor Seri dan dipergimakan scsuai
dengan Nomor Urut.

(3) Nota Pesanan/Bill baru dapat dipergunakan sciclah Diporporasi olch Dinas
Pendapatan Daerah.

(4) Salinan Nota Pesanan/Bill yang sudah dipergunakan harus disimpan olch Wajib
Pajak dalam Waktu setahun scbagai bukti dalam pembuatan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah.

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD scbagaiamana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati
paling 1ama 15 ( lima belas ) hari sciclah berakhirnya masa pajak.

(4) Sctiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan.

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB Y1I

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15

Dalam Pemeriksaan Pembukuan Perpajakan dan Kegiatan Auditing, Bupati dapat
menunjuk Konsultan Pajak/Auditor

Pasal 16

(1) DBerdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD).

(2) Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga acbesar 2 % (dua persen ) scbulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPY) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l4a¥§t(l)dig|mahnunmkmghiumg,mcmpcthitmﬁmdmmmcupkmpqiak
sendiri yang terutang.

(2) Paling lama dalam wakiu 5 ( lima ) tabun scsudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar
2% (dua pemsen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tedambat dibayar
untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung scjak saat
terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakin yang ditertukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
schesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung scjak saat terutangnya pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terhutang dihitong
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga scbesar 2 % (dua persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat terutangnya pajak,

d. apabila Wajib Pajak tidak memiliki Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) maka Pajak yang torutang dihitung sccara Jabatan.
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SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menycbabkan
penambahan jumlah pajak yang teruiang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenatkan scbesar 100% (seratus persen ) dari jumlah kekurangan jumiah
pajak terscbut.

SKPDN scbagaiamana cimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Apabila kcwajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenubnya
dibayar dalam jangka waktu yang fclah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sankst admimistrasi berupa bunga 2% (dua persen)
scbulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
tidak dikcnskan apabila Wajib Pajak molasporkan sondiri scbelum dilakukan
ftindakan pemeriksaan.

BAB V111
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau Bendahara Khusus Pencrima
Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Bupti sesuai waktu yang ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STFD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Khusus Penerima Dinas
Pendapatan Dacrah, hasil pencrimnaan pajak harus disctor ke Kas Dacrah paling
lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang difentukan oleh Bupati,

Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalokan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

Pchmasan pajak dilakukan sckafigus.

Berdasarkan beberapa pertimbangan Bupati dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun wakwm
tertentn.

Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksod pada ayat (2) harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen
) scbulan, dari jumlah pajak yang belum dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% ( dua persen ) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 1ata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) ditctapkan dengan Peraturan Bupati,
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Pagal 20

(1) Setiap pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABIX
TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

Tata cara Pembukwan dan Pelaporan pelaksanaarmya scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berfaku.

Pasal 22

(1) Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis scbagai awal tindekan pelaksanaan
penagihan pajak diketnarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatmh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka wakiu 7 ( tujuh ) hari sctelah tanggal diterimanya Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harns melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Peringatan atan surat lain yang scjends scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diketlarkan oleh pejabat yang berwenang.
(4) Dentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Apabila jumiah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
scbagaimana ditentukan dajam Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis, ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lowat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pagal 25
Sctelah  dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya,
maka lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Mzelaksanakan Penyitaan, Pcjabat mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 26

Setelah Kantor Telang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
iclang, Juru Sita memberitahukan dengan scgera sccara tertulis kepada wajb pajak .
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Pasal 27

Penunjukan Juru Sita ditctapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemherian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X1i

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENCHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMIMNISTRASI

Pasal 29

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
pencrimaannya ierdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atan kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah;

b. membatalkan atav mengurangkan ketctapan pajak yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang tcrutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan karcna
kekhilatan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keictapan dan penghspusan
atau pengurangan sanksi admimistrass atas SKPD, SKPDKB, SKFDKBT, dan
STPD scbagaimana dimakeud pada ayat (1) harus disampaikan sccara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pcjabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jcias.

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditcrima, sudah harus memberikan jawaban.
(4) Apabila seteiah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atan DPcjabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
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BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

W?;b?:j&dapawﬂmhbaﬂmhmyakopodﬂBupaﬁmchabam
Suatu,

a. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD),

b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB);

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Permohonan kcberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) han sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima olch
Wajib Pajak.

Bupati atau Pcjabat dalam waktu paling lama 180 (scratus delapan puluh) hari
scjak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan kepulusan.

Apabila setelah lewat waktu 180 (seratus delapan puluh) hani sebagmimana
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelessian Sengketa
Pajak dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputnsan keberatan.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memmda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebthan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling fama 24 (dua pulnh empat) bulan.

1)

BAB XII1
PENGEMBALIAN XELEBHIAN PEMBAY ARAN PAJAK

Pasal 33
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menycbutkan sekurang-

kurangnya :

. nama dan alamat wajib Pajak;

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
masa pajak;

besarnya keicbihan pembayaran pajak;

alasan yang jelas.

ppog
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(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puiuh)
hari scjak ditcrimanya permohonan pengembalian kelcbiban pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui Bupati atan
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian keiebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang lainnya kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk mclunasi
terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu paling lama 60
(cnam puluh) hari sejak diterbitkanmya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembahan keclebihan pembayaran pajak dilakukan sctelah lewat 60
(enam puluh) hari scjak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pcjabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pagal 34

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwansa penagihan sctclah melampaui
jangka waktu § (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecnali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
a. Diterbitkan surat peringatan dan surat paksa atau ;

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BABXV
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus acbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dacrah.

(2) Wewcenang penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
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b. menchti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan

c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau baden
schubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang

¢. melakukan penggcledaban untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti terscbut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah;

g menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sodang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h. memotret sescorang yang borkaitan dengan tindak pidana porpajakan Dacrah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

melakukan tindakan lain yang pertu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang  perpajakan  daerah menurut Ihmkum yang  dapat

dipertanggungjawabkan.

Penyidik schagaimana dimakeud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaijkan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, scsuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana,

po

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengigi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kaki
jumiah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD) atau mengisi
dengan tidak bepar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (cnam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumiah
pajak yang terutang.
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Gianyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran
(Lembaran Dacrah Kabupatens Dacrah Tingkat IT Gianyar Tahun 1999 Nomor 10 seni
A Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Giamyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 April 2007
BUPATI GIANYAR,

M

A.A.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada langgal 2 April 2007
SEKRETARIS D KABUPATEN GIANYAR,

ARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 9
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK HOTEL

L UMUM

Bahwa dengan memingkainya pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan perckonomian &
Kabupaten Gianyar, diperiukan upaya menggali dan meningkatkan sumber
pendapatan asli dacrah yang berasal dan scktor baik pajak maupun retribusi yang
salah satu diantaranya adalah pajak hotel, schingga dengan demikian kemandirian

Pemerintah Kabupaten dalam hal pembiayaan penyclenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat terwujud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pajak Hotel
. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Culaip jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal §
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Audit dalam hal ind tidak termasuk Penetapan dan Penagihan Pajak.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
ayal (3) huruf d.
Yang dimaksud dengan Penctapan Pajak secara Jabatan adalah Penctapan
besarnya pajak terhutang yang dilakukan olch Bupati atau Pcjabat yang
ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki olch

Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk .
Pasal 18

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas,
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jclas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Culkup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Culaap jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 9



